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ABSTRACT 
Problems of women workers comes from issues of gender equality, reproductive 
health, legal protection and wages. regulation number 13 of 2003 was a major 
umbrella protection of workers rights. The successful application of the laws and 
policies are influenced by factors that communication, resources, Disposisition 
(attitude executor) and Bureaucraitic structure. 
The purpose of this study was to determine factors related to the implementation 
of regulation number 13 of 2003 on the Protection of Maternity and Reproductive 
Health Services of Women Workers PT. APAC INTI CORPORA. 
This research uses explanatory research with quantitative research design. The 
population in this study were women workers at PT. APAC INTI CORPORA with 
inclusion criteria of permanent workers, working on the production end of the 200 
workers by the number of samples taken as many as 65 people using purposive 
sampling method. Data analysis using Rank spearman rank correlation test.  
The results showed that there was no significant relationship between 
communication with the implementation (p=0.679), with the implementation of 
resources (p=0.100) and the implementation of the bureaucratic structure 
(p=0.106).  
This study suggests that (50.77%) of respondents concluded that the 
implementation of regulation number 13 of 2003 on the Protection of Maternity 
and Reproductive Health Services of Women Workers PT. APAC INTI 
CORPORA already well underway. Suggestions of this study is to conduct re-
socialization of maternity protection policies and reproductive health services. 
 
Key words : maternity protection, perception, reproductive health services, 
regulation number 13 of 2003. 
 
 
PENDAHULUAN 
Berdasarkan data Sensus 
Penduduk tahun 2010, jumlah 
angkatan kerja, yakni penduduk 15 
tahun ke atas yang aktif secara 
ekonomi sebesar 107,7 juta jiwa, 
terdiri dari 68,2 juta orang laki-laki 
dan 39,5 juta orang wanita2. 
Kabupaten Semarang sendiri, 
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berdasarkan data Dinas Sosial 
Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan 
Kependudukan, pada tahun  2011 
terdapat 63.312 pekerja wanita dari 
total 90.561 pekerja. 
Permasalahan yang muncul 
akibat meningkatnya angka pekerja 
wanita, mulai dari masalah 
kesetaraan gender, kesehatan, 
perlindungan hukum dan upah. 
Dokumen pelatihan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) Indonesia 
tahun 2000 menjelaskan bahwa 
bahan-bahan kimia tertentu, kondisi 
di dalam pabrik seperti panas yang 
berlebihan, kebisingan, radiasi, stres 
pada pekerja wanita yang hamil, 
mengangkat barang-barang berat 
dan berdiri sepanjang hari dapat 
berbahaya terhadap sistem 
reproduksi manusia, dalam hal ini 
pekerja, baik laki-laki maupun 
wanita.  
Indonesia sejak tahun 1948 
hingga tahun 2003 terdapat 
beberapa undang-undang 
ketenagakerjaan. Undang-undang 
Ketenagakerjaan pertama, Undang-
undang Ketenagakerjaan No. 12 
Tahun 1948, Undang-undang 
Ketenagakerjaan kedua, UU 
Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 
1997, dan Undang-undang 
Ketenagakerjaan ketiga, UU 
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 
2003 yang merupakan payung 
utama pelindung hak hak para 
pekerja. Kemudian UU Kerja No. 1 
Tahun 1951, Surat Edaran Menaker 
No. 3 Tahun 1988, UU Jamsostek 
No. 3 Tahun 1992. 
Penerapan undang undang 
dan kebijakan kerapkali mengalami 
suatu ketidakpatuhan dari pengatur, 
pembuat dan pelaksana kebijakan. 
Beberapa ahli berpendapat dalam 
model implementasi kebijakannya 
bahwa keberhasilan implementasi 
kebijakan dipengaruhi oleh faktor-
faktor yaitu Communication 
(komunikasi), Resouces (sumber 
daya), Disposisition (sikap 
pelaksana) dan Bureaucraitic 
structure (struktur birokrasi).  
PT. APAC INTI CORPORA 
merupakan perusahaan tekstil 
dengan hasil produksi benang dan 
kain. Mempekerjakan kurang lebih 
sebanyak 6000 karyawan. 
Komposisi pekerja wanita di PT. 
APAC INTI CORPORA Bawen, 
Semarang sebesar 60% dari seluruh 
pekerja. Berdasarkan data dari 
Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan 
Kabupaten Semarang, PT. APAC 
INTI CORPORA merupakan salah 
satu dari 2 perusahaan yang telah 
melaksanakan program bilik ASI (Air 
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Susu Ibu). Selain itu di PT. APAC 
INTI CORPORA belum terdapatnya 
angkutan antar jemput untuk para 
pekerja wanita. Hal ini tidak sesuai 
dengan tata cara mempekerjakan 
pekerja wanita yang dikeluarkan 
oleh Menteri Ketenagakerjaan, yaitu 
adanya angkutan antar jemput. 
Adapun tujuan umum 
penelitian ini adalah untuk 
mengetahui faktor faktor yang 
berhubungan dengan Implementasi 
Perlindungan Maternitas dan 
Pelayanan Kesehatan Reproduksi 
sesuai dengan Undang Undang 
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 
2003 pada Pekerja Wanita PT. 
APAC INTI CORPORA. 
 
BAHAN DAN METODE 
Jenis penelitian ini adalah 
Explanatory Research dengan 
pendekatan cross sectional study. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
pekerja wanita PT. APAC INTI 
CORPORA sebesar 200 orang. 
Sampel pada penelitian ini adalah 
sebagian pekerja wanita PT. APAC 
INTI CORPORA sebesar 65 orang. 
Dalam penelitian ini 
menggunakan tekhnik proporsional 
sampling. Variabel yang diamati 
yaitu komunikasi, sumber daya dan 
struktur birokrasi. Instrument yang 
digunakan berupa kuisioner yang 
ditanyakan langsung kepada 
responden. Uji statistic yang 
digunakan adalah Uji korelasi Rank 
spearman. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi 
Komunikasi dalam 
Implementasi Undang 
Undang nomor 13 tahun 
2003 
Komunikasi F % 
Tidak Baik 30 46.15 
Baik 35 53.85 
Jumlah 65 100 
Berdasarkan tabel 1 
disimpulkan bahwa dari hasil 
distribusi frekuensi jawaban 
responden terhadap 15 pertanyaan 
mengenai komunikasi, sebanyak 35 
responden atau sekitar 53.85% 
menyatakan kondisi komunikasi 
yang dimiliki PT. APAC INTI 
CORPORA sudah berjalan dengan 
baik. Kondisi komunikasi yang 
dimaksud meliputi bagaimana cara 
mensosialisasikan kebijakan dan 
kejelasan dalam mensosialisasikan 
kebijakan tersebut. 
Mensosialisasikan kebijakan 
dilakukan dengan metode 
komunikasi atasan ke bawahan. 
Komunikasi atas ke bawah di PT. 
APAC INTI CORPORA merupakan 
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bentuk komunikasi yang didalamnya 
berisikan tentang pemberian 
informasi mengenai kegiatan 
operasional, produksi, kebijakan, 
peringatan, sanksi, dan ketentuan 
ketentuan perusahaan lainnya. 
Menurut Katz dan Kahn 
mengatakan bahwa komunikasi dari 
atas ke bawah mempunyai lima 
tujuan pokok, salah satunya yaitu 
memberikan informasi tentang 
prosedur dan praktik organisasional. 
Karyawan diberikan informasi 
mengenai jumlah jam kerja, gaji, 
program pensiun, asuransi 
kesehatan, liburan dan ijin cuti, 
program insentif, penalti dan 
hukuman.  
Selain itu terdapat juga buku 
PKB (Perjanjian Kerja Bersama). 
Buku PKB berisikan tentang semua 
hal yang bersifat hak dan kewajiban 
pekerja serta hubungan industrial 
antara pekerja dengan pengusaha. 
Hak dan kewajiban pekerja yang 
tertulis dalam buku PKB diantaranya 
mengenai waktu kerja, istirahat dan 
lembur, keselamatan dan kesehatan 
kerja, pengupahan, pengobatan dan 
perawatan serta jaminan sosial dan 
kesejahteraan pekerja. 
Buku PKB yang diterbitkan 
PT. APAC INTI CORPORA pada 
tahun 2010 berpedoman pada 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Nomor 
Kep.48/MEN/IV/2004 dan Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor 
Per.08/MEN/III/2006 tentang Tata 
Cara Pembuatan dan Pengesahan 
Peraturan Perusahaan serta 
Pembuatan dan Pendaftaran 
Perjanjian Kerja Bersama. 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi 
Sumber Daya dalam 
Implementasi Undang 
Undang nomor 13 tahun 
2003 
Sumber Daya f % 
Tidak Baik 22 33.85 
Baik 43 66.15 
Jumlah 65 100 
Berdasarkan tabel 2 
disimpulkan bahwa dari hasil 
distribusi frekuensi jawaban 
responden terhadap 6 pertanyaan 
mengenai sumber daya, sebanyak 
43 responden atau sekitar 66.15% 
menyatakan kondisi sumber daya 
yang dimiliki PT. APAC INTI 
CORPORA dalam rangka 
melindungi hak maternitas dan 
kesehatan reproduksi bagi pekerja 
wanita sudah berjalan dengan baik. 
Sumber daya yang dibahas 
adalah mengenai fasilitas yang ada 
di perusahaan, sarana dan 
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prasarana dan dari segi kualitas 
serta kualitasnya.  
Salah satu fasilitas yang ada 
di PT. APAC INTI CORPORA adalah 
fasilitas Poliklinik Perusahaan. 
Poliklinik tersebut merupakan salah 
satu upaya perusahaan dalam 
menjamin kesehatan pekerjanya. 
Selain itu terdapat satu ruang 
sebagai tempat pojok ASI dimana 
para pekerja wanita yang sedang 
dalam masa menyusui dapat 
memerah dan menyimpan ASI 
tersebut untuk kemudian diberikan 
kepada anaknya ketika pulang kerja. 
Didalam ruangan pojok ASI 
diberikan fasilitas botol dan lemari 
sebagai tempat menyimpan ASI 
yang sudah diperah. Pojok ASI di 
perusahaan ini sesuai dengan 
kebijakan pemerintah yang tertuang 
dalam PP No. 33 tahun 2012 
tentang Pemberian Air Susu Ibu 
Eksklusif. Didalamnya terdapat 
peraturan mengenai dukungan 
program ASI Eksklusif di tempat 
kerja sesuai dengan peraturan 
perusahaan antara pengusaha dan 
pekerja/buruh, atau melalui 
perjanjian kerja bersama antara 
serikat pekerja/serikat buruh dengan 
pengusaha. 
Tabel 3. Distribusi Frekuensi 
Struktur Birokrasi dalam 
Implementasi Undang 
Undang nomor 13 tahun 
2003 
Struktur Birokrasi f % 
Tidak Baik 19 29.23 
Baik 46 70.77 
Jumlah 65 100 
Berdasarkan tabel 3 
disimpulkan bahwa jawaban 
responden terhadap 7 pertanyaan 
mengenai struktur birokrasi, 
sebanyak 46 responden atau sekitar 
70.77% menyatakan kondisi struktur 
birokrasi yang dijalankan PT. APAC 
INTI CORPORA sudah berjalan 
dengan baik. Aspek yang diteliti 
didalamnya adalah aspek SOP / 
Standar Operational Procedure 
dalam melaksanakan kebijakan yang 
diterapkannya. Selain itu juga 
terdapat pernyataan mengenai 
kejelasan suatu prosedur, dan 
menjadi hambatan kah bagi 
responden dalam mendapatkan 
pelayanan.  
Kegiatan sosialisasi SOP 
yang terdapat perusahaan dipahami 
pekerja sebagai kegiatan sosialisasi 
pertama ketika masuk sebagai 
pekerja PT. APAC INTI CORPORA. 
Ketika pertama kali masuk bekerja, 
pekerja baru diberikan 
pemberitahuan mengenai peraturan 
perusahaan melalui buku PKB dan 
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prosedur pelaksanaan dalam bentuk 
lisan. 
”Standard operational 
procedure (SOP) merupakan 
perkembangan dari tuntutan internal 
akan kepastian waktu, sumber daya 
serta kebutuhan penyeragaman 
dalam organisasi kerja yang 
kompleks dan luas”. ”Standard 
operational procedure (SOP) 
merupakan perkembangan dari 
tuntutan internal akan kepastian 
waktu, sumber daya serta kebutuhan 
penyeragaman dalam organisasi 
kerja yang kompleks dan luas”. 
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Kondisi 
Implementasi sesuai dengan 
Undang Undang nomor 13 tahun 
2003 
Implementasi Undang 
Undang nomor 13 
tahun 2003  
f % 
Tidak Baik 32 49.23 
Baik 33 50.77 
Jumlah 65 100 
Berdasarkan tabel 4 
disimpulkan bahwa dari hasil 
rekapitulasi jawaban responden 
terhadap 16 pertanyaan mengenai 
implementasi undang undang 
tentang perlindungan maternitas dan 
pelayanan kesehatan reproduksi, 
sebanyak 33 responden atau sekitar 
50.77% menyatakan implementasi 
undang undang tersebut telah 
dijalankan dengan baik oleh  PT. 
APAC INTI CORPORA.  
Hasil tersebut berdasar dari 
pernyataan yang diajukan kepada 
pekerja mengenai implementasi 
kebijakan cuti melahirkan, cuti 
keguguran, ijin haid, pemberian 
makan dan minuman bergizi pada 
pekerja pada pukul 23.00 – 07.00, 
pembatasan usia pekerja dibawah 
18 tahun, pelarangan pekerja wanita 
yang hamil untuk bekerja pada pukul 
23.00 – 07.00 dan peraturan 
mengenai angkutan antar jemput 
bagi pekerja wanita yang bekerja 
shift malam (23.00 – 07.00),  
Sesuai dengan jawaban 
responden bahwa tidak terdapat 
peraturan mengenai hal tersebut di 
dalam buku PKB. Dalam undang 
undang disebut pengusaha wajib 
menyediakan angkutan antar jemput 
pagi buruh perempuan yang 
berangkat dan pulang bekerja antara 
pukul 23.00 s.d pukul 05.00. 
Menurut IR. Kalsum tahun 2004, 
penyediaan angkutan antar jemput 
merupakan hal penting jika ingin 
mempekerjakan pekerja wanita. Hal 
tersebut mengacu pada 
Kep.224/Men/2003 tentang 
Kewajiban Pengusaha yang 
Mempekerjakan Pekerja Perempuan 
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antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. 
Tabel 5. Hasil Rekapitulasi Uji Hubungan antara beberapa faktor dengan 
Implementasi Undang Undang nomor 13 tahun 2003 
No. Variabel 
bebas 
Variabel terikat P-Value Nilai 
Korelasi 
Rank 
spearman 
Keterangan 
1. Komunikasi Implementasi 
UU Nomor 13 
tahun 2003 
 
0.679 – 0.052 Tidak 
Berhubungan 
2. Sumber Daya 0.100 – 0.206 Tidak 
Berhubungan 
3. Struktur 
Birokrasi 
0.106 0.203 Tidak 
Berhubungan 
Dari Tabel 5 menunjukkan 
bahwa Hasil uji korelasi rank 
spearman untuk variabel komunikasi 
dengan implementasi menghasilkan 
nilai signifikansi sebesar 0.679 (p 
value > 0.05). Menunjukkan bahwa 
tidak ada hubungan atau korelasi 
yang bermakna antara kedua 
variabel yang diuji. Nilai korelasi 
rank spearman sebesar (–) 0.052.  
Nilai korelasi negatif berarti 
bahwa arah korelasi tersebut bernilai 
negatif. Sehingga kondisi 
komunikasi berbanding terbalik 
dengan kondisi implementasi, jika 
komunikasi baik implementasi buruk, 
ataupun jika implementasi baik 
berarti komunikasi buruk. 
Sedangkan pada kekuatan korelasi 
didapat hasil kekuatan korelasi 
sangat lemah. Sehingga diantara 
kedua variabel tidak saling 
mempengaruhi satu sama lain.  
Point penting dari komunikasi 
yang dikemukakan Edward ada 3 
yaitu transmisi, kejelasan dan 
konsistensi. Ketidaksesuaian hasil 
penelitian dengan teori 
dimungkinkan dapat terjadi karena 
pertanyaan tidak dilihat dari dua sisi 
(pengusaha/implementor dan 
pekerja. 
Pada hasil uji korelasi rank 
spearman untuk variabel sumber 
daya dan implementasi 
menghasilkan nilai signifikansi 
sebesar 0.100 (p value > 0.05) 
menunjukkan bahwa tidak ada 
korelasi bermakna antara kedua 
variabel tersebut. Nilai koefisien 
korelasi rank spearman sebesar – 
0.206 menunjukkan bahwa kedua 
variabel tersebut arah korelasi 
negatif dengan kekuatan korelasi 
lemah. Dapat diartikan bahwa 
variabel sumber daya berbanding 
terbalik dengan variabel 
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implementasi. Kekuatan korelasi 
lemah dapat diartikan bahwa 
hubungan/korelasi antara kedua 
variabel tidak memperkuat korelasi. 
Sehingga  memperkuat hasil bahwa 
tidak ada hubungan yang bermakna 
antara kedua faktor. 
Hasil penelitian ini tidak 
sesuai dengan teori yang dikemukan 
Edward III. Dalam teorinya Edward 
III menyatakan bahwa dalam 
implementasi kebijakan, 
ketersediaan sumberdaya 
merupakan faktor yang penting. 
Sumber daya yang tidak cukup akan 
berarti bahwa undang-undang tidak 
diberlakukan, pelayanan tidak akan 
diberikan, dan peraturan-peraturan 
yang layak tidak akan 
dikembangkan. 
Pada tabel 5 dapat dilihat 
bahwa Uji korelasi rank spearman 
untuk variabel struktur birokrasi dan 
implementasi, didapat nilai 
signifikansi korelasi rank spearman 
sebesar 0.106. Menunjukkan bahwa 
tidak ada hubungan yang bermakna 
antara struktur birokrasi dengan 
implementasi. Nilai koefisien korelasi 
rank spearman untuk kedua variabel 
tersebut sebesar 0.203 
menunjukkan bahwa arah korelasi 
kedua variabel tersebut positif atau 
tidak berlawanan dengan kekuatan 
korelasi lemah. Pada penelitian yang 
dilakukan Suhariati mengemukakan 
bahwa struktur birokrasi 
mempengaruhi keberhasilan 
implementasi program Pelayanan 
Kesehatan Peduli Remaja. 
 
KESIMPULAN   
Adapun kesimpulan dari hasil 
penelitian ini adalah: 
1. Menurut responden PT. APAC 
INTI CORPORA sudah memiliki 
kondisi komunikasi baik 
(53.85%), sumber daya 
mencukupi (66.15%), kondisi 
struktur birokrasi juga baik 
(70.77%) dan implementasi 
program baik (50.77%) 
2. Tidak ada hubungan komunikasi 
dengan implementasi (p=0.679), 
sumber daya dengan 
implementasi (p=0.100) dan 
struktur birokrasi dengan 
implementasi (p=0.106). 
SARAN 
Bagi PT. APAC INTI 
CORPORA yaitu Melakukan 
kegiatan sosialisasi kebijakan secara 
berkala mengenai perlindungan 
maternitas dan kesehatan 
reproduksi di perusahaan.  Sebagai 
cara mengoptimalisasikan 
komunikasi yang telah berjalan baik. 
Memperbaharui buku PKB 
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(perjanjian Kerja Bersama) sebagai 
salah satu bentuk komunikasi dalam 
implementasi kebijakan 
perlindungan maternitas dan 
pelayanan kesehatan reproduksi. 
Serta mengoptimalisasikan 
fasilitas pojok ASI sebagai salah 
satu upaya mendukung 
perlindungan maternitas dan 
pelayanan kesehatan reproduksi. 
Diadakan sosialisasi secara berkala 
untuk prosedur pelaksanaan atau 
pengambilan cuti melahirkan, 
keguguran, dan ijin haid. 
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